
 
 
 

WALIKOTA SURABAYA 
SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR  68  TAHUN  2009 

 
TENTANG 

 
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PIMPINAN  DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BESERTA KELUARGANYA 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 
 
Menimbang     :    a.  bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 16 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 
ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan 
dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada 
lembaga asuransi, yang pembayarannya dibebankan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Beserta Keluarganya. 

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286);  

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3495); 
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

 
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5043); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan 
Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007; 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 
 

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah 
ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 
Nomor 4); 
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14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 4); 

 
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2008; 

 
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77); 

 
17. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/279/436.1.2/2009 

tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kota Surabaya 
Tahun Anggaran 2010. 

 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN 

KESEHATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BESERTA KELUARGANYA. 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kota Surabaya 
 

2. Walikota adalah Walikota Surabaya. 
 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Surabaya. 

 
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. 
 

5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Surabaya. 
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6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Surabaya. 

 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Surabaya. 

 
 

Pasal 2 
 

(1) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan 
jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran 
premi asuransi kesehatan.  

 
(2) Keluarga Pimpinan dan anggota DPRD yang mendapat jaminan 

pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang 
anak. 

 
 

Pasal 3 
 

Premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh 
Sekretariat DPRD selaku Pengguna Anggaran melalui proses 
pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
 

Pasal 4 
 

(1) Premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ditetapkan sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh 
juta rupiah) per tahun, yang digunakan untuk : 

 
a. biaya asuransi kesehatan, terdiri atas : 
 

1. biaya asuransi rawat inap; 
 
2. biaya asuransi rawat jalan. 

 
b. biaya general check up. 
 

(2) Besaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan batas tertinggi yang dapat dibayarkan kepada 
Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Sekretariat DPRD 
selaku Pengguna Anggaran. 
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Pasal 5 
 

Premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dibebankan pada APBD dan dianggarkan dalam pos Sekretariat 
DPRD. 

 
 

Pasal 6 
 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 

    
                     
 
                                                                                Ditetapkan di Surabaya 
                                                                                pada tanggal 16 Nopember 2009 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 
BAMBANG DWI HARTONO 

 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 16 Nopember 2009 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 
 

ttd 
 

SUKAMTO HADI 
 
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 98 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan 
u.b 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 
 

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19720831 199703 1 004 
 

 


